GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 983 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedu )i ! )




10.

KL

12.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
kepulauan Riau Nomor 55);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun
2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemutakhiran
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);




Menetapkan :

KESATU : Standar Pengujian Konsekuensi.

KEDUA : Standar Pengujian Konsekunsi sebagaimana dimaksuc} pada
diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
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No Kegiatan

1 |Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik
dari Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana

Tim Pertimbangan melakukan kajian atas
informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam
, |DIP dan Mengidentifikasi dokumen Informasi
Publik yang didalamnya memuat Informasi yang
Dikecualikan dan Mencatat Informasi yang akan
Dikecualikan secara jelas dan terang

Menganalisis Undang-undang yang dijadikan dasar

pengecualian serta Menganalisis dan

mempernmbangkan berdasarkan kepatutan,

3 1, dan kepentingan umum yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan atas

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi

dibuka

Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan
4 berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi
dan mengubah informasi yang dikecualikan jika
telah habis jangka waktu pengecualiannya

PPID bersama Tim Pertimbangan membuat draft
5 |Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan
diajukan kepada Atasan PPID

PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang
6 |Dikecualikan ke Atasan PPID untuk memperoleh
persetujuan

Dikecualikan




